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MOTTO 
 

تُ خَيٌْْ عِندَ رَبِ كَ   نْ يَاۖ  وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصٰ لِحَٰ ثَ وَابًا وَخَيٌْْ أمََلا ٱلْمَالُ وَٱلْبَ نُونَ زيِنَةُ ٱلْْيََ وٰةِ ٱلدُّ  

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 

baik untuk menjadi harapan.” 

(Q.S. Al-Kahfi: 46) 
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PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN 

BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 

INDONESIA 

 
Nomor: 158 Th. 1987 

Nomor: 0543b/U/1987 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pendahuluan 

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian 

Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai 

tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil 

penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan 

pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum 

seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional. 

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena 

huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut 

penjelasannya (Al-Qur’an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia 

mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan 

pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang 

meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai 

dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah 

Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun 
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pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional. 

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 

beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan 

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas 

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi 

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) 

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno 

M.Ed. 

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala 

Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan 

strategis karena: 

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan 

yang semakin cepat. 

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri 

Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah 

dan rasional. 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat 

membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di 

Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf 

Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga 
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merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, 

khususnya umat Islam di Indonesia. 

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain 

yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku 

tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan 

pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. 

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama 

ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda- beda.Usaha 

penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, 

namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat 

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar 

menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan 

suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk digunakan secara nasional. 

Pengertian Transliterasi 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

Prinsip Pembakuan 

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip 

sebagai berikut: 

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan 
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padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu 

fonem satu lambang”. 

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. 

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-

Latin ini meliputi: 

1. Konsonan 

2. Vokal (tunggal dan rangkap) 

3. Maddah 

4. Ta’marbutah 

5. Syaddah 

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

7. Hamzah 

8. Penulisan kata 

9. Huruf kapital 

10. Tajwid 

1. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط 

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع 

 Gain g ge غ 

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق 

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل 

 Mim m em م

 Nun n en ن
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 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

b. Vokal Rangkap 

  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي    ....

 fathah dan wau Au a dan u و    ....

Contoh:  

 kataba =   كَتبَََ -

 fa`ala =    فعََلََ -
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 suila =   سُئِلََ -

 kaifa  =  كَيْفََ -

َ-=ََحَوْلَََ  haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ا .. .ى  ....  Fathah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى  ....

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و ....

Contoh: 

 qāla =  قَالََ -

 ramā =   رَمَى -

 qīla =     قِيْلََ -

-َََيَقوُْلَُ     = yaqūlu 

4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

a. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

-الأطَْفَالََِ  ضَةَُرَؤَْ    = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةَُ  الْمَدِيْنَةَُ - َََالْمُنَوَّ  =al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarahََ 

 talhah =      طَلْحَةَْ -

5. Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لََ -  nazzala  =  نزََّ

 al-birr  =  البرَِ  -

6. kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariyah) 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

 

 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang.  

Contoh: 

جُلَُ -  ar-rajulu =  الرَّ

 al-qalamu = الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu = الشَّمْسَُ -

الْجَلالََََُ=َََ -  al-jalālu 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 
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yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 

Contoh: 

 ta’khużu = تأَخُْذَُ -

 syai’un = شَيئَ  -

 an-nau’u = النَّوْءَُ -

 inna = إِنََّ -

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنََ  خَيْرَُ فهَُوََ  اللََ إِنََّ  وََ - َََالرَّ  = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

-ََََمُرْسَاهَا  وََ  مَجْرَاهَا اِللَ بِسْمَِ  = Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

9. Huruf kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 
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untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya 

Contoh: 

الْعَالمَِيْنَ  رَب َِ  للَِ  الْحَمْدَُ=َ -  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حْمنَِ=َََََََََ - حِيْمَِ  الرَّ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

رَحِيْمَ   غَفُوْرَ   اللَََََُ - = Allaāhu gafūrun rahīm 

=َََِ جَمِيْعًا الأمُُوْرَُ  لِِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL 

TENTANG HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN  

(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.726/PDT.G/2021/PA.BTL) 

 

Oleh 

Akhmad Abdussalam 

19421076 

 

 

Di Indonesia persoalan mengenai harta bersama hingga saat ini masih menjadi 

hal yang menarik untuk dibahas. Menurut peneliti, sengketa harta bersama 

sangatlah mungkin terjadi. Pasalnya dalam putusan No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, 

pihak Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah bercerai yang diklaim sebagai 

harta bersama. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena terdapat cacat 

formil dalam gugatannya. Oleh karena itu, fokus penelitiannya adalah untuk 

mengetahui pertimbangan hakim, serta pandangan hukum islam mengenai harta 

bersama pasca perceraian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan 

berinteraksi langsung ke sumber data yaitu di Pengadilan Agama Bantul dan 

mengkaji putusan No.726/Pdt.G/2021/PA.Btl. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, yaitu digunakan untuk menguak 

realita yang berada di dalam putusan tersebut. Teknik analisis data menggunakan 

deksriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak karena terdapat kecacatan 

formil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hukum Islam, harta 

Bersama secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 . 

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF BANTUL RELIGIOUS COURT RULINGS ON 

JOINT OWNED PROPERTY AFTER DIVORCE 

(STUDY CASE OF JUDGEMENT NO.726/PDT. G/2021/PA. 

BTL) 
 

By 

Akhmad Abdussalam 

19421076 

 

In Indonesia, the issue of joint owned property is still an interesting topic to 

discuss. According to researchers, joint owned property disputes are very likely to 

occur. The reason is that in judgment no. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, the plaintiff did 

not receive his rights after divorce which claimed as joint owned property. The 

panel of judges rejected the lawsuit because there were formal defects in the lawsuit. 

Therefore, the focus of this research is to find out the judge's considerations, as well 

as the views of Islamic law regarding joint owned property after divorce. 

This research used field research method, by interacting directly with the data 

source, namely the Bantul Religious Court and reviewing decision 

No.726/Pdt.G/2021/PA.Btl. This type of research is normative research with a case 

approach, which is used to uncover the reality contained in the decision. The data 

analysis technique uses descriptive analytics, namely by describing or illustrating 

the data that has been collected as it is. 

In legal considerations, the Panel of Judges rejected because there was a formal 

defect in the lawsuit filed by the Plaintiff. In Islamic law, common property is 

regulated in Law No. 1 of 1974 Article 35 and the Compilation of Islamic Law 

Article 97. 

Keywords: Marriage, Joint Owned Property, Divorce, Court, Islamic Law 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

     ﷽ 

يْنَ، وَالصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ عَلىَ أشَْرَفِّ الْْنَْبِّيَاءِّ وَالْمُرْسَلِّيْنَ، وَعَلىَ   ِّ الْعَالمَِّ الْحَمْدُ لله رَب 
ا بعَْدُ  ، أمََّ يْنِّ  أله وَأصَْحَابِّهِّ وَمَنْ تبَِّعَهُمْ بِّإِّحْسَانٍ إِّلىَ يَوْمِّ الد ِّ

 

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt, atas berkah serta limpahan rahmat-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam 

(Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl)”. Tak lupa, salawat serta salam 

selalu tercurah kepada junjungan kita baginda agung Muhammad SAW, yang telah 

menyempurnakan ajaran agama Islam dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari 

akhir. 

Penyusunan skripsi ini guna menempuh tugas akhir sebagaimana salah satu 

syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Syaksiyah 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Segala sesuatu ini tak 

lepas dari doa, nasihat, serta dukungan dari pihak mana pun, hingga penyusunan 

tugas akhir ini dapat terselesaikan hingga saat ini. Penulis menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia. 

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia. 
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3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A., dan Dr. Nur Kholis, S.Ag., 

S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. 

4. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam. 

5. Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Islam. 

6. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga 

(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia. 

7. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum 

Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia. 

8. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., M.S.I., MIRKH., selaku Sekertaris 

Program Studi Hukum Keluarga Program Internasional. 

9. Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen pembimbing akademik saya 

yang sangat berjasa serta membantu perkuliahan saya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang amat penting dalam kehidupan 

manusia, dengan adanya sebuah ikatan perkawinan rumah tangga dapat 

ditegakkan sesuai dengan aturan agama dan negara yang berjalan di kalangan 

masyarakat. 

Perkawinan dalam agama Islam merupakan kegiatan yang sakral dan luhur, 

yang mana dalam agama Islam perkawinan memiliki makna beribadah kepada 

Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan didasari dengan keikhlasan serta, 

mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.1 

Perkawinan dalam agama Islam diwajibkan kepada umatnya untuk 

dilakukan, perintah tersebut tertulis dalam Q.S Ar-Ruum (30) ayat 21: 

هَا  ل تَِسْكُنُ وْْٓا  ازَْوَاجاا  انَْ فُسِكُمْ   مِ نْ  لَكُمْ   خَلَقَ  انَْ  وَمِنْ اٰيٰتِه نَكُمْ   وَجَعَلَ   الِيَ ْ   اِن  ۗ و رَحْْةَا  م وَد ةا   بَ ي ْ
 ي  تَ فَك رُوْنَ   ل قَِوْم   لََٰيٰت    ذٰلِكَ   فِْ 

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar 

kamu merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

 
1 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim 14, no. 2 

(2016): 185. 



2 
 

 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.2 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.3  

Pernikahan dilakukan atas dasar dua hal, yaitu mendambakan keturunan dan 

harta yang halal akibat perkawinan tersebut, karena keturunan dapat menjadi 

cahaya dalam sebuah rumah tangga, dan harta dapat menjadi jalan untuk 

menggapai sebuah kebahagiaan hidup. Sebagaimana yang telah tertulis dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1): 

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.4 

Jenis-jenis harta bersama meliputi harta benda yang tidak bergerak, harta 

bergerak, dan harta yang berupa surat-surat berharga, yang mana telah 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.5 

Harta gono-gini atau yang sering disebut dengan harta bersama adalah harta 

yang dihasilkan atau diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama 

perkawinan. Terputusnya pernikahan atau cerai dapat menjadi akibat adanya 

 
2 Haji Zaini Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999). 
3 Achmad Dodi Haryadi, “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Kepaniteraan Dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstisi Republik Indonesia (1974): 1–33. 
4 Ibid, 11. 
5 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan 

Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : 

Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 
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pembagian harta bersama. Tidak jarang terjadi perselisihan di kalangan 

masyarakat jika terjadi perceraian dan terdapat harta bersama, yang mana 

disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai pembagian harta bersama 

tersebut.  

Dalam pernikahan, suami dan istri cenderung merasa memiliki peran dalam 

kekuasaan harta bersama yang dimiliki, sehingga masing-masing menuntut 

haknya apabila terjadi perceraian. Hal ini yang kemudian menjadi awal mula 

terjadinya perselisihan antara mantan suami dan mantan istri, terlebih jika harta 

yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak mendapat 

bagian sama sekali. 

Pasal 97 KHI, menyebutkan bahwa bagian masing-masing pihak mantan 

suami dan istri adalah setengah bagian sama besar, namun terkadang ada pihak 

yang merasa pembagian tersebut kurang adil melihat partisipasi masing-

masing dalam proses pengumpulan harta bersama tersebut. Terlebih jika yang 

bekerja hanya mantan suami atau mantan istri saja. 

Terjadinya sengketa dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang mana permohonan pembagian harta yang 

diajukan oleh pihak mantan istri sebagai Penggugat, dan dalam perkara ini 

Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. 

Dalam putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl disebutkan hal yang menjadi 

penyebab terjadinya perceraian adalah Penggugat selaku istri telah melakukan 

perbuatan perselingkuhan bersama beberapa laki-laki yang bukan suaminya 

atau dengan kata lain Penggugat selaku istri telah terbukti melakukan 
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perbuatan zina. Sebenarnya telah dilakukan upaya mediasi di antara kedua 

belah pihak, namun tidak membuahkan hasil.  

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menimbang terdapat perbedaan atau 

tidak sesuainya antara posita dan petitum surat gugatan tersebut, yaitu dalam 

jumlah, luas, dan batas-batas harta tidak bergerak serta jumlah dan spesifikasi 

harta bergerak. Penggugat hanya mencantumkan dalam petitum yang 

jumlahnya Rp. 9.740.950.000,- kemudian meminta dibagi menjadi dua 

masing-masing mendapat Rp. 4.870.475.000,- (empat milyar delapan ratus 

tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga 

menyebabkan ditolaknya permohonan pembagian harta bersama tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas serta adanya perkara Nomor 

726/Pdt.G/2021?PA.Btl yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Bantul. Maka penulis merasa tertarik untuk memperdalam kembali 

permasalahan mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi hal demikian 

serta mengangkatnya sebagai judul skripsi dengan judul Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Bantul tentang Harta Bersama Pasca Perceraian 

(Studi Putusan Perkara No. 726/Pdt.G/2021/PA.Btl). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl? 
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang harta bersama setelah 

perceraian? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang harta bersama 

setelah perceraian. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian akan memberikan sebuah nilai jika penelitian itu 

memberikan manfaat untuk kepentingan berbagai pihak. Adapun manfaat yang 

akan timbul dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini harapannya akan 

memberikan jawaban serta analisa akademis terhadap putusan-

putusan hakim dalam pengadilan yang hendak memutuskan perkara 

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkhusus pada perkara 

pembagian harta bersama. 

b. Memberikan kontribusi kepada hukum perkawinan di Indonesia 

terkhusus dalam masalah harta bersama menggunakan perspektif 

hukum Islam. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini harapannya dapat memberi sumbangan terhadap 

penegak hukum di lingkup peradilan sebagai pertimbangan untuk 

menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, 

terkhusus pada permasalahan pembagian harta bersama. Di samping 

harapannya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

pendampingan para pencari keadilan pada saat terjadi perselisihan 

dalam pembagian harta bersama agar mendapatkan bagian yang seadil-

adilnya. Harapannya penelitian ini di kalangan masyarakat dapat 

menjadikan lebih memahami bahwa pembagian harta bersama dapat 

dibagi sesuai kebutuhan dan kondisi tidak hanya dibagi menjadi dua 

saja. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti membagi 

pembahasan dalam beberapa bagian antara lain: 

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu mengenai kajian pustaka dan landasan teori, pada bab ini 

dijelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teori yang 

bermuatan tinjauan-tinjauan umum terkait dengan pernikahan, perceraian, dan 

harta bersama 
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Bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian, pada bab ini akan diuraikan 

mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, 

sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan 

menjelaskan mengenai hasil penelitian dan membahas pertanyaan yang 

terdapat dalam rumusan masalah. 

Bab kelima yaitu kesimpulan, pada bab ini memuat akhir dari penelitian 

yaitu kesimpulan yang akan dilakukan oleh penulis, serta saran-saran terhadap 

permasalahan, yang mana bertujuan agar timbul manfaat dari saran tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini tentunya terdapat sejumlah peneliti 

terdahulu, yang mana membahas tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu 

pembahasan mengenai harta bersama. Dari permasalahan penelitian terdahulu 

sejauh yang peneliti amati belum ada yang membahas mengenai penolakan 

pembagian harta bersama. Maka dengan beberapa penelitian terdahulu itu 

menjadi sebuah pembanding dengan penelitian yang sedang ditulis dalam 

penelitian ini. 

Pertama, skripsi dari skripsi dari Riza Mulia (2018) dengan judul Sita 

Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama 

Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi ini 

membahas mengenai prosedural sita marital dan aturannya menurut hukum 

positif, serta tinjauan hukum Islam dalam memberikan jaminan hak kebendaan 

terhadap harta bersama, dan penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital 

dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama.6 Dalam 

skripsi ini terdapat 3 kesimpulan antara lain: 

1. Dalam hukum positif, sita marital hanya diatur dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c, namun tata cara penyitaan diatur 

 
6 R Mulia, “Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama Pasca 

Perceraian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam” (2018). 
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dalam HIR (Herziene Indonesische RegleementI), RBg 

(Rechtreglement Voor De Buitengwesien) dan Rv (Reglement Op De 

Rechtsvondering Stasblad 1874 No.52 juncto 1849 No.63), dengan 

cara melaksanakan sita marital melalui pemeriksaan permohonan sita 

dan peletakan atau pelaksanaan sita. Sita marital diajukan dalam surat 

gugatan ataupun terpisah dari pokok perkara yang didasari adanya 

persangkaan yang beralasan dimana salah satu pihak dikhawatirkan 

akan mengalihkan harta bersama. 

2. Terkait pembentukan hukum, bahwa berdasarkan kaidah al’adatu 

muhakkamah (adat kebiasan dapat mennjadi hukum) serta menimbang 

dari latar belakang dan ketelibatannya maka sita marital dapat 

mennjadi ketetapan hukum, karena melihat dari adat atau suatu 

kebiasaan yang terjadi juga memperhatikan tujuan-tujuan dari sita 

marital itu sendiri. 

3. Sita marital (marital beslag) menurut hukum Islam adalah merupakan 

salah satu dari maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. 

Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan 

manusia berupa sebagian harta dari salah satu pihak, karena sebagian 

dari harta yang disengketakan itu merupakan hak dari salah satu pihak 

yang bersengketa dan juga harta tersebut berguna untuk menopang 

hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah 

Islam yaitu membatasi dalam mempergunakan sebagian hartanya, 

untuk menjaga hak dari salah satu pihak. Pembentukan hukum ini 
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dimaksud untuk mencari kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan manusia yang bersifat luas. 

Kedua, skripsi dari Anita , skripsi dari Anita Andriani (2018) dengan judul 

pelaksanaan Conservatior Beslag Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama 

Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 

615/Pdt.G/2017/PA.Bm). Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses 

penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan (conservatior beslag) 

atas harta bersama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sita jaminan 

(conservatior beslag) atas harta bersama.7 Dalam skripsi ini terdapat 2 

kesimpulan antara lain: 

1. Pelaksanaan sita jaminan (conservatior beslag) atas harta bersama di 

Pengadilan Agama Bima kelas IB dengan putusan Nomor 

615/Pdt.G/2017/PA.Bm. adalah dengan cara yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim 

memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian 

mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama 

Bima kelas IB sebagai pelaksana dalam penyitaan barang-barang yang 

disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap 

tergugat yang mengalihkan atau memindah tangankan barang-barang 

yang disengketakan, sehingga atas hal tersebut merugikan pihak 

penggugat. Pelaksanaan sita jaminan (conservatior beslag) atas harta 

 
7 Anita Andriani, “Pelaksanaan Conservatior Beslag Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama 

Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm),” Moslem and 

Morality, no. 615 (2018): 45–64. 
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bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan 

Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm telah sesuai berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku atas Hukum Acara Perdata. 

2. Sita jaminan (conservatior beslag) atas harta bersama di Pengadilan 

Agama Bima kelas IB menurut hukum Islam merupakan salah satu 

dari maslahah mursalah, yaitu maslahah mursalah al-hajjiyat. 

Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan 

manusia berupa sebagian dari harta penggugat, karena sebagian dari 

harta yang disengketakan dikuasai oleh tergugat adalah hak dari 

penggugat juga, harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari 

penggugat dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan 

kaidah dalam Islam, yaitu al-hajru yang berarti membatasi dalam 

mempergunakan atau mentasarufkan sebagian harta, guna untuk 

menjaga hak dari penggugat. Pembentukan hukum ini dimaksudkan 

untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatam 

manusia yang bersifat sangat luas. 

Ketiga, , adalah skripsi dari Agita Putri Ramadhani (2022) dengan judul 

Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi Pada 

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021). Skripsi ini membahas 

mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam dan 
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pertimbangan majelis hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.8 

Dalam skripsi ini terdapat 3 kesimpulan antara lain: 

1. Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan 

berlangsung; hutang piutang yang timbul selama perkawinan 

berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing 

suami istri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau 

warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi 

bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersamanya, dengan 

pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan 

antara keduanya. 

2. Sebagian besar responden tidak mengetahui harta bersama, namun 

mengetahui tentang percampuran harta, sebagian responden juga 

menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari 

orang tua mereka, namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan 

orang tua tersebut. Responden juga menyatakan alasan menyelesaikan 

sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara 

adil, namun menyatakan jika memungkinkan lebih memilih cara 

damai, tapi tidak mengetahui tentang peraturan mengenai cara damai 

dalam perkara harta bersama. Responden menyatakan upaya damai 

yang dilakukan para pihak berperkara sudah maksimal dan mau 

menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama 

 
8 Agita Putri Rahmadhani, “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi 

Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” (2022): 5–6. 
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serta bersedia mengikuti terus proses dalam pembagian harta bersama 

ini. Proses mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan masalah. 

Dalam penyelesaian perkara pembagian harta responden 

membutuhkan jasa pengacara. Hasil mediasi ini sebagian dinyatakan 

gagal dan penyebab gagalnya proses mediasi adalah karena adanya 

perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara. Apabila proses 

mediasi gagal, maka responden memilih untuk melanjutkan sidang 

sesuai pokok perkara, namun ada juga yang memilih untuk 

melanjutkan musyawarah keluarga. 

3. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian 

harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama 

harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang tertinggal atau 

disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami istri tanpa persetujuan pihak 

lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama 

(Vide Pasal 86, 87, 93, dan 97 KHI). 

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Ongky Alexander (2019) dengan 

judul Efektivitas Pembagian harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam 

Perspektif Yuridis Sosiologi. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai yuridis 

normatif harta gono gini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 yaitu mengatur mengenai a. Harta 

benda yang diperoleh semala perkawinan menjadi harta bersama. B. harta 
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bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Dan dalam hukum 

Islam memang tidak disinggung secara tegas mengenai pembagian harta 

bersama, akan tetapi di dalam peraturan KHI mengatur mengenai harta 

bersama. Dalam KHI pasal 85 penjelasannya bermakna ganda, dijelaskan 

bahwa harta bersama tidak ada percampuran dalam perkawinan, akan tetapi 

dalam pasal 97 penjelasannya untuk pembagian harta gono-gini adalah dibagi 

menjadi dua. Dalam UUP tidak dijelaskan berapa besarannya dan oleh sebab 

itu dapat dikatakan tidak efektif dan adi; dalam menyelesaikan permasalahan 

mengenai harta bersama.9 

Kelima, , adalah jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah yang ditulis oleh 

Vindy Putri Amaliyani dan Muhammad Ali Hanafiah Setian (2022) dengan 

judul Permohonan Sita Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis 

Putusan Perkara No. 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No. 727/Pdt.G/2016/PN. 

Jkt.Brt. Jurnal ini membahas mengenai dasar atau alasan ditolaknya sita marital 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913.K/Sip/1982.10 

Keenam, adalah skripsi dari Yusuf Iskandar (2019) dengan judul Tinjauan 

Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia. Skripsi ini 

membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum 

 
9 Ongky Alexander, “Efektifitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif 

Yuridis Sosiologi” XVI (2019). 
10 Vindy Puri Amaliyani and Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Permohonan Sita Marital Harta 

Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI 

Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 2 (2022): 

971. 
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perdata di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari 

perjanjian pra nikah.11 

Ketujuh, adalah skripsi dari Ahmad Ibrahim (2016) dengan judul Penerapan 

Asas Ius Contra legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama 

Mojokerto (Studi Putusan No.: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr). Dalam skripsi ini 

membahas mengenai bagaimana penerapan asas ius contra legem dalam surat 

putusan No.: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr dan apa yang menjadi dasar hukum 

dalam penerapan asas ius contra legem dalam pembagian harta bersama. Dalam 

skripsi ini terdapat 2 kesimpulan antara lain: 

1. Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini yaitu adalah 1/3 

untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat. Dimana seharusnya hakim 

membagi harta gono-gini tersebut sama besar yaitu 50;50 seperti yang 

telah dijelaskan dalam Pasal 97 KHI bahwa jika terjadi perceraian 

maka pembagian harta bersamanya adalah sama besar. 

2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada pembagian harta 

bersama adalah melalui 3 unsur yaitu adanya rasa keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian dasar hukum yang 

diqiyaskan dalam al-qur’an yang digunakan adalah surah An-Nisa’ 

ayat 32 tentang keadilan.12 

 
11 Yusuf Iskandar, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, 

Jurnal Hukum, 2019. 
12 Ahmad Ibrahim, “Penerapan Asas IUS CONTRA LEGEM Dalam Pembagian HArta Bersama Di 

Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)” (2016): 86. 
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Kedelapan, adalah jurnal dari Muhammad Tigas Pradoto (2014) dengan 

judul Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Perdata). Jurnal ini membahas mengenai persamaan 

dan perbedaan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang 

Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.13 dalam jurnal ini terdapat 3 

kesimpulan antara lain: 

1. Ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan 

agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam 

perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan 

demikian dapat difahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan 

gugatan harta bersama secara KHI dan KUHPerdata. Perbedaan pada 

pembagian harta bersama menurut KHI dalam Pasal 97 adalah harta 

bersama dibagi sevara merata setelah perceraian masing-masing 

mendapat bagian setengah dari harta bersama. Sementara itu menurut 

KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang 

diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang kuat 

dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh tiga per 

empat bagian dan tergugat memperoleh satu per empat bagian. 

Dengan demikian pembagian harta bersama dibagi dua antara suami 

dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti 

secara hukum dalam proses pengadilan. 

 
13 Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan 

(Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata 4 

(2014): 89–90. 
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2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian 

harta bersama menurut KHI ada dua, yaitu musyawarah dan keadilan. 

Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara 

damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada 

pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasi salah 

satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

pembagian harta bersama menurut KUHPerdata berdasarkan pada 

pembuktian yaitu berdasarkan keterang-terangan dari saksi dan bukti 

surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan 

hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat meyakinkan hakim 

dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk 

memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan 

harta bersama atau tidak. 

3. Gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di 

Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam 

pernikahannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, 

termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang 

diatur dalam Pasal 88 mengatur bila terdapat sengketa atas harta 

bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang 

berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum 

Islam mengatur tentang harta bersama, tidak ada satu pun yang dengan 

tegas dan jelas melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan 

sengketa harta bersamanya di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di 
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Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai wewenang untuk 

menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di 

Pengadilan Negeri. 

Kesembilan, adalah jurnal hukum yang ditulis oleh Azirah dkk dengan judul 

Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Sita Marital atas Sengketa Harta 

Bersama di luar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan 

No. 2188/Pdt.G/2012/PA.Js). jurnal ini membahas mengenai penerapan sita 

marital atas sengketa harta bersama, alasan diajukannya sita marital, dan 

pertimbangan hukum majelis hakim mengenai kasus terkait.14 Dalam junal ini 

terdapat 3 kesimpulan antara lain: 

1. Penerapan sita marital atas sengketa harta bersama terbagi dua yakni 

pada sita marital yang dilakukan karena gugatan perceraian dan di luar 

gugatan perceraian. Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya 

meliputi sengketa yang timbul di antara suami istri yakni: pada 

perkara perceraian, perkara pembagian harta bersama dan pada 

perbuatan yang membahayakan harta bersama. Mengenai sita marital 

yang dilakukan karena gugatan perceraian diatur dalam Pasal 24 ayat 

(2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI. Untuk 

 
14 Azirah Hakim Purba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta 

Bersama Diluar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.2188/Pdt.G/2012/PA.Js)” 5 

(2017): 72–73. 
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sita marital yang dilakukan di luar gugatan perceraian diatur dalam 

Pasal 95 ayat (1) KHI dan Pasal 186 KUHPerdata. 

2. Alasan pengajuan sita marital oleh istri selaku pemohon dalam 

putusan perkara perdata No. 2188/Pdt.G/2012/PA.JS adalah 

persangkaan atau dugaan bahwa suami dalam hal ini adalah sebagai 

termohon diduga telah melakukan perbuatan gelap dengan wanita lain 

sehingga dalam hal ini termohon telah dan patut diduga melakukan 

pemborosan terhadap harta bersama karena termohon harus 

menghidupi wanita tersebut. Atas permohonan tersebut gugatan sita 

marital dilakukan untuk mengamankan harta yang dikhawatirkan akan 

merugikan pemohon dan anak-anaknya di kemudian hari. 

3. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak permohonan sita 

marital permohonan seluruhnya dalam perkara perdata 

No.2188/Pdt.G/2012/PA.JS disebabkan karena tidak terpenuhinya 

unsur pembuktian selama proses perkara permohonan sita marital ini 

berlangsung. Selain itu majelis hakim menilai bahwa penerapan pasal 

yang dipakai oleh pemohon dalam gugatannya yakni Pasal 95 ayat (1) 

KHI tidaklah sesuai karena dalam hal ini pemohon dan termohon telah 

bercerai pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sementara Pasal 95 

ayat (1) KHI ini hanya berlaku pada sita marital atas harta bersama 

tanpa adanya permohonan gugatan cerai. 

Kesepuluh, adalah skripsi dari Muhammad Iqbal Aditya P (2021) dengan 

judul Tinjauan Yuridis Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum 
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Islam. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah 

dalam hukum Islam di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan 

dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.15 

B. Kerangka Teori 

1. Definisi Pernikahan 

Pengertian pernikahan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan 

berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah”. Dari kedua pengertian tersebut tidak ditemukannya 

pertentangan atau bertolak belakangnya makna, dan berdasarkan dua 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari perkawinan adalah 

suatu ikatan yang kuat dan suci dan bagi yang melakukan perkawinan 

berarti melakukan ibadah sedangkan untuk pertanggungjawabannya 

langsung kepada Allah SWT. 

Perkawinan merupakan kerap menjadi suatu momentum dalam 

kehidupan manusia. Pasalnya dengan melakukan perkawinan, maka 

 
15 Muhammad Iqbal Aditya P, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah 

Menurut Hukum Islam Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut 

Hukum Islam, 2021. 
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seseorang tersebut menghendaki dirinya untuk melanjutkan keturunan 

yang sah sesuai agama dan negara, dan mengubah seorang pria dengan 

wanita menjadi keluarga. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan 

sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek yang terkandung di dalam perkawinan 

tidak hanya keperdataan saja, namun aspek keagamaan juga. Jadi apabila 

seorang muslim hendak melakukan perkawinan, maka sudah menjadi 

keharusan untuk mengikuti ketentuan agama Islam, dan juga sebaliknya 

apabila agama yang dianutnya selain Islam sudah barang tentu mengikuti 

kepercayaan yang dianutnya juga.16 

Perkawinan dapat dikatakan sah bila syarat-syarat dari perkawinan telah 

terpenuhi, karena apabila syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan 

tersebut dinilai cacat hukum sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan 

atau gugur. Syarat-syarat melakukan perkawinan telah diatur dalam 

Undang-Undang, baik dalam hal yang berkenaan dengan personal, 

larangan-larangan perkawinan, serta prosedur atau tata cara melakukan 

perkawinan. 

a. Syarat Materiil Absolut 

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak calon suami dan istri. 

 
16 Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari 

Maqashid Syariah,” UIR Law Review 2 (2018): 415. 
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Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan harus 

didasarkan persetujuan kedua calon mempelai”. Maka pada saat 

akan melakukan perkawinan calon suami dan istri haruslah setuju 

dengan adanya pernikahan yang akan diselenggarakan tanpa 

adanya paksaan dari calon mempelai mana pun. 

2) Izin Melakukan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan 

perkawinan seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Maka apabila 

seseorang yang akan melakukan perkawinan dan belum berusia 

21 tahun harus didahulukan mendapat izin dari kedua orang tua, 

namun jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka dapat 

dimintakan izin kepada salah seorang saja yang masih hidup. 

3) Syarat Usia Minimal Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, usia yang diizinkan untuk melangsungkan 

perkawinan adalah 19 tahun untik pria dan 16 tahun untuk wanita, 

tetapi apabila terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut maka 

perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan. 
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b. Syarat Materiil Relatif 

1) Larangan Perkawinan  

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang 

yang:  

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun 

ke atas. 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, 

yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya. 

c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 

ibu/bapak tiri. 

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara, susuan 

anak sesusuan, dan bibi/paman susuan. 

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami berlebih dari 

satu orang. 

f) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau hukum 

memang dilarang melakukan perkawinan. 

2) Larangan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang masih 

berada dalam perkawinan yang sah. 

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan “Seseorang yang masih terikat tali 
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perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali 

dalam hal lain.” Terdapat pengecualian apabila memperoleh 

persetujuan dari pihak-pihak tertentu dan pengajuan permohonan 

wajib di pengadilan. Namun demikian, terdapat beberapa 

ketentuan bagi pemohon perkawinan kedua antara lain: “istri 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istri 

menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”. 

3) Larangan perkawinan bagi suami atau istri setelah adanya 

perceraian kedua atau talak bain sughra. 

Berdasarkan Pasak 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyebutkan “Apabila suami dan istri yang 

telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 

untuk yang kedua kalinya, maka mereka tidak boleh 

dilangsungkan perkawinan lagi selama hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain”. Dari pasal tersebut tersirat sebuah tujuan agar 

tidak terjadi kawin cerai berulang kali, dan pengadilan memiliki 

kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu agama yang 

bersangkutan baik dari pihak suami ataupun istri. 

c. Syarat Formal 

Syarat formal adalah syarat yang mengatur mengenai prosedural 

atau tata cara melaksanakan perkawinan. Dalam syarat formal terdapat 
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2 syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan dan 

syarat yang harus dipenuhi bersama dengan jalannya pernikahan 

tersebut. 

1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan 

Pada syarat formal, yang harus dikerjakan pertama kali bagi 

setiap calon mempelai adalah memberitahukan baik secara lisan 

ataupun tulisan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan 

dilakukan. Pemberitahuan tersebut berisi nama, agama, pekerjaan, 

tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau 

keduanya pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka 

disebutkan juga mantan suami atau istri yang lalu. 

2) Syarat yang harus dipenuhi bersama dengan jalannya 

pernikahan 

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak 

melaksanakan perkawinan, maka pegawai pencatat memastikan 

apakah syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi atau belum. 

Pegawai pencatat juga mengecek syarat-syarat administrasi yang 

harus diajukan oleh calon mempelai. Syarat-syarat administrasi 

pernikahan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 

adalah sebagai berikut: 

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon 

mempelai. 
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b) Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat 

tinggal orang tua calon mempelai. 

c) Izin tertulis apabila salah satu atau kedua calon mempelai 

belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. 

d) Izin pengadilan jika calon mempelai adalah seorang suami 

yang masih mempunyai istri. 

e) Dispensasi pengadilan/pejabat. 

f) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam 

hal perceraian adalah surat keterangan cerai, bagi 

perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 

g) Izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon atau 

keduanya anggota angkatan bersenjata. 

h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan 

oleh pegawai pencatat, jika salah seorang berhalangan hadir 

sehingga mengharuskan untuk diwakilkan. 

2. Definisi Harta Bersama 

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa 

perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. Artinya adalah, segala 

bentuk kekayaan yang diperoleh atas usaha dari pasangan suami istri 

tersebut, atau harta yang diperoleh masing-masing selama ikatan 

perkawinan masih terjalin. 
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Harta bersama tersebut berasal dari hukum adat yang sudah berjalan 

di Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari: 

harta bawaan (Lampung: seserahan, Jawa, gawan; Batak: ragi-ragi), 

harta pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, 

Lampung: massow baesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta 

warisan) dapat pula ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, 

dan lain-lain).17 

Adapun permasalahan mengenai harta bersama bahwa dengan 

adanya sebuah ikatan perkawinan menjadikan sang istri kongsi sekutu 

atau bagi dua seorang suami dalam menjalani bahtera kehidupan, maka 

antara suami dan istri terjadi bagi-bagi tenaga dalam pengumpulan harta 

tersebut. 

Konsekuensi dari adanya sebuah perkawinan yang sah adalah 

terbentuknya harta benda perkawinan sebagai kekayaan untuk 

membiayai kebutuhan hidup dalam rumah tangga atau kerap disebut 

dengan harta bersama. 

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam 4 

unsur yaitu: 

a. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami atau istri, yang 

merupakan warisan atau hibah/ pemberian dari kerabat yang 

dibawa ke dalam keluarga. 

 
17 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan 

Agama,” Ijtimaiyya 7 (2014): 90. 
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b. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami atau istri yang 

diperoleh sebelum dan selama perkawinan. 

c. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami istri 

pada waktu perkawinan. 

d. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami istri dalam 

masa perkawinan.18 

Jika melihat dalam Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian 

dalam artian cerai hidup, harta bersama dibagi secara merata dan adil, 

yaitu dengan membaginya masing-masing seperdua bagian atau 

setengah dari total seluruh dari harta kekayaan.  

Proses pembagian harta bersama dilakukan secara kekeluargaan dan 

diproses oleh pengadilan. Dalam KHI Pasal 88 mengatur mengenai 

permasalahan harta bersama yang berbunyi “Apabila terjadi 

perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka 

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. 

Maka sudah sewajarnya jika terjadi perselisihan mengenai harta 

bersama diserahkan seluruhnya kepada pihak Pengadilan Agama jika 

tidak menemukan titik terang. 

Adapun permasalahan mengenai harta bersama dalam hukum Islam 

menurut H.M. Djamil Latif “Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan, 

menjadikan sang istri yang syarikatur-rajuli filhayati yang artinya 

 
18 Isis Ikhwansyah, Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta 

Benda Perkawinan (Bandung: Keni Media, 2012). H. 9. 
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kongsi sekutu atau bagi dua seorang suami dalam menjelajahi bahtera 

kehidupan, maka antara suami dan istri terbentuklah syirkah abdan 

(bagi-bagi tenaga) dan syirkah mufawasadlah (perkongisan tidak 

terbatas).19 

Di dalam rumah tangga Islam terdapat beberapa konsep harta 

bersama antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Harta merupakan tonggak kehidupan tumah tangga. 

هَا وَاكْسُوْهُمْ وَق ُ وْلُوْا  ُ لَكُمْ قِيٰماا و ارْزقُُ وْهُمْ فِي ْ وَلََ تُ ؤْتوُا السُّفَهَاۤءَ امَْوَالَكُمُ ال تِِْ جَعَلَ اللّٰ 
 لََمُْ قَ وْلَا م عْرُوْفاا 

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 5 yang artinya: “Jangan 

berikan harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu 

harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup 

kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah 

mereka rezeki dalam harta tersebut; berikanlah pakaian 

mereka; dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan 

yang baik”. 20 

Dari ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama dalam menafsirkannya, apakah ayat tersebut 

ditujukan kepada para wali atau orang tua. Pendapat pertama, 

menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang 

menjadi wali anak yatim, sehingga apabila dibahasakan 

menjadi “Wahai para wali yatim jangan kalian berikan harta 

mereka yang kalian kelola pada saat kondisi mereka dalam 

keadaan masih belum mampu mengelola harta”. 

 
19 Masykuroh, “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama.” H. 69 
20 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 137 
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Adapun pendapat yang kedua, adalah ayat tersebut 

ditujukan kepada orang tua, sehingga dapat disimpulkan ayat 

tersebut berisikan larangan kepada orang tua untuk tidak 

memberikan harta anak-anaknya pada saat kondisi mereka 

belum mampu mengelola atau mengkondisikan uangnya 

secara mandiri.”21 

b. Kewajiban suami yang berkenaan dengan harta. 

1) Memberikan mahar kepada istri 

    اا 
وَاٰتوُا النِ سَاۤءَ صَدُقٰتِهِن  نِِْلَةاۗ فاَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِ نْهُ نَ فْساا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤ

    اا 
 م ريِْۤ

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 yang artinya: 

“Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi 

maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka 

menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.22  

 

Dari ayat tersebut terkandung dua hal penting. Pertama, 

kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan 

maskawin kepada istri yang telah dinikahinya yang mana 

letak penegasan tersebut terdapat dalam kata “Berikanlah 

wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka 

rela”. Namun masih terdapat perbedaan pendapat dari 

kalangan ulama mengenai kata nihlah pada ayat tersebut. 

 
21 https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs diakses pada hari Selasa, 19 September 

2023 pukul 23.53 
22 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 137 

https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs
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Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian, 

hibah, atau kemauan dari hati. 

Kedua perkara yang sangat penting dijelaskan dalam 

surah An-Nisa ayat 4 adalah tidak dilarangnya bagi suami 

untuk memakai atau memanfaatkan maskawin yang telah 

diberikan kepada istri. Hal itu ditunjukkan dalam kata “Lalu 

bila mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Namun dengan 

catatan istri memberikan maskawinnya dengan suka rela 

dan tanpa paksaan, dengan kata lain suami harus berhati-

hati dalam menggunakannya, sebab jika istri tidak rela, 

maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh.23 

2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak 

 وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَهُن  حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِم  الر ضَاعَةَۗ وَعَلَى 
َ  رزِْقُ هُن  وكَِسْوَتُُنُ  بًِلْمَعْرُوْفِۗ لََ تُكَل فُ نَ فْسٌ اِلَ  وُسْعَهَاۚ لََ تُضَاۤر    ٗ الْمَوْلُوْدِ لهَ

َ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فاَِنْ ارَاَدَا    ٗ َ  بِوَلَدِه  ٗ وَالِدَةٌۢ  بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلُوْدٌ ل ه
هُمَا وَتَشَاوُر  فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ ارََدْتُُّّْ اَنْ تَسْتََْضِعُوْْٓا  فِصَالَا عَنْ تَ راَض  مِ ن ْ

 وَات  قُوا اللّٰ َ وَاعْلَمُوْْٓا اَ ن  
تُمْ بًِلْمَعْرُوْفِۗ اوَْلََدكَُمْ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَل مْتُمْ م آْ اٰتَ ي ْ

 اللّٰ َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِيٌْْ 
Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang artinya: “Dan ibu-

ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

 
23 Fakhruddin Ar-Razi, Hasyiyatus Shawi ’ala Tafsiril Jalalain, 1st ed. (Beirut: Darul Fikr, 2004). 

H. 270. 
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kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut....”.24  

Dari ayat tersebut sudah terdapat kejalasan yaitu adalah 

kewajiban bagi suami untuk menjamin mutu dalam menafkahi 

istri dan anaknya, dimana kebutuhan yang sangat pokok adalah 

dari makanan, pakaian, dan rumah tinggal bagi istri dan 

anaknya. 

3) Menafkahi jika terjadi perceraian 

 ُ ءۗ  وَلََ يََِلُّ لََنُ  اَنْ ي كْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰ 
وَالْمُطلَ قٰتُ يَتََبَ صْنَ بًِنَْ فُسِهِن  ثَ لٰثةََ قُ رُوْۤ

فِْْٓ ارَْحَامِهِن  اِنْ كُن  يُ ؤْمِن  بًِللّٰ ِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِۗ وَبُ عُوْلتَُ هُن  اَحَقُّ بِرَدِ هِن  فِْ ذٰلِكَ  
 
ۗ
 وَللِر جَِالِ عَلَيْهِن  دَرَجَةٌ

اِنْ ارَاَدُوْْٓا اِصْلَحااۗ وَلََنُ  مِثْلُ ال ذِيْ عَلَيْهِن  بًِلْمَعْرُوْفِۖ
ُ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ   وَاللّٰ 

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Para istri 

yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 

tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. 

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada 

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki 

perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. 

Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. 

Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.25  

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suami tetap 

memiliki kewajiban memberikan nafkan dalam masa iddash, 

yaitu 3x masa suci atau kurun waktu 90 hari. 

 

 

 
24 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 65 
25 Ibid. H. 62 
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3. Dasar Hukum Harta Bersama 

Dapat diketahui bahwa undang-undang yang mengatur mengenai 

pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terlepas 

dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang perkwainan, terdapata pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1975. 

Terlebih ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil dan 

terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang secara 

umum pada Undang-Undang dan peraturan tersebut membahas dan 

menjelaskan mengenai bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian, 

menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi pemicu yang menjadikan 

dibolehkannya suatu perceraian.  

Akan tetapi ada beberapa pasal-pasal yang membahas dan mengatur 

secara jelas tentang harta bersama, tersebut di dalam KHI pada BAB 

XII dalam Pasal 85-97 yang berbunyi: 

Pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam 

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami atau istri”.26 

 
26 Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85. 
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Permasalahan mengenai status harta bersama juga telah diatur dalam 

pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu: 

a. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran 

antara harta suami dan istri karena perkawinan. 

b. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan 

dikuasai penuh kepemilikannya, demikian juga harta suami 

tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh kepemilikannya. 

Tata cara penyelesaian perkara harta bersama dalam KHI Pasal 88 

yang berbunyi: “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang 

harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke 

Pengadilan Agama”. 

Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama juga 

telah diatur dalam KHI Pasal 89, 90, dam 92 yang berbunyi: 

Pasal 89 KHI menyebutkan: “Suami bertanggung jawab menjaga 

harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” 

Pasal 90 KHI menyebutkan: “Istri turut bertanggung jawab menjaga 

harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” 

Pasal 92 KHI menyebutkan: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain 

tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”. 

Selain di dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai harta 

bersama juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain: 
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a. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. 

b. Pasal 35 ayat(2) menyebutkan  bahwa harta benda bawaan dari 

masing-masing suami atau istri serta harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

kekuasaan masing-masing pihak, tanpa adanya suatu perjanjian 

perkawinan. 

c. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa harta bersama suami istri 

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 

d. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus 

disebabkan perceraian maka harta bersamanya diatur menurut 

hukumnya masing-masing. 

Setelah meninjau dari beberapa peraturan di atas dan Kompilasi 

Hukum Islam bahwa, aturan tersebut sejalan dengan peraturan harta 

bersama. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

besaran yang pasti pada saat terjadi persengketaan mengenai harta 

bersama, yaitu diatur dalam pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa: 

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan.” 
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4. Prosedur Pengajuan Harta Bersama 

Saat melakukan gugatan harta bersama terdapat beberapa prosedur 

atau tata cara yang harus dipenuhi, yang mana dengan terpenuhinya 

prosedur tersebut dapat menjadi gugatan yang dapat dikategorikan 

sebagai gugatan yang baik. Antara lain sebagai berikut: 

a. Pencantuman Tanggal gugatan 

Kealpaan pencantuman tanggal tidak mempengaruhi 

keabsahan gugat. Karena tanggal bukan merupakan syarat formil 

surat gugatan. Dalam praktik Peradilan, tanggal surat gugat 

secara resmi dicantumkan dalam putusan, tetapi sekiranya lupa 

dasar tanggal resminya surat gugat dapat diambil dari tanggal 

pendaftaran dalam buku register perkara. Janggal sekali bila surat 

gugat tidak mencantumkan tanggal karena dipandang dari segi 

surat gugatan sebagai surat permintaan resmi kepada Pengadilan 

untuk memanggil dan memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat 

dalam sidang Pengadilan. 

b. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan 

Sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 

RBG. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan, oleh 

karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan 

dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan 

maksud gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung 
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kepada Pengadilan agar memanggil dan memeriksa para pihak 

dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan.  

c. Pencantuman Lengkap dan Terang Nama dan Alamat Para Pihak 

Pencantuman nama lengkap serta alamat dari para pihak 

merupakan syarat formil surat gugatan. Sebisa mungkin 

mengenai penulisan nama selengkapnya beserta gelar jika ada 

atau panggilan sehari-hari, guna menghindari terjadinya eror in 

persona. 

d. Penegasan Para Pihak dalam Perkara 

Penegasan ini merupakan syarat formil dalam sebuah gugatan, 

kelalaian atas penulisan dapat dianggap obscure libel. Sebab 

tujuan penegasan kedudukan berkaitan erat dengan hak membela 

dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat 

gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak 

menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat 

atau penggugat, bagaimana mungkin seseorang akan membela 

dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya di 

samping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi 

antara para pihak, harus ditegaskan kedudukannya. Jika tidak 

maka gugatan dianggap kabur atau obscur libel. 

e. Uraian Posita atau Dalil gugat 

Posita atau dalil gugat adalah penjelasan gugatan. Hal ini 

merupakan esensi gugatan yang memuat penegasan hubungan 
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hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada 

suatu permasalahan. Hal-hal yang mengakibatkan cacat formil 

adalah karena gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas: 

1) Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang 

mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak 

menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. 

2) Tidak jelas objek yang disengketakan misalnya tidak 

menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran 

dan luas, tidak ditemukan objek sengketa. 

3) Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-

masing berdiri sendiri. 

4) Terdapat pertentangan antara posita dan petitum. 

f. Perumusan Hal-Hal yang Bersifat Assesor 

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya 

adalah bagian dari pokok perkara. Terkadang gugatan pokok 

sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat 

assesor, maksudnya adalah gugatan hukum yang membernarkan 

penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan yang melekat 

pada gugatan pokok. Contoh: Gugat biaya pemeliharaan anak 

dalam perkara perceraian, gugat anak asseseor kepada gugat 

perceraian 
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g. Pencantuman Permintaan untuk Dipanggil dan Diperiksa 

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan 

diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formil memenuhi 

ketentuan pasal 121 ayat 1 HIR atau pasal 145 ayat 1 RBG.  

h. Petitum Gugat 

Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi 

rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan apa yang 

dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan 

kepada para pihak, terutama tergugat.27  

 
27 Abdul Hamid Lubis, “Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya,” Gugatan 2, no. 1 

(2018): 1–11. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian 

pustaka dengan berinteraksi langsung ke sumber data, yaitu di Pengadilan 

Agama Bantul dan melakukan pengkajian terhadap Putusan No. 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case 

approach),28 yaitu putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembagian harta gono-gini. 

1. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Pengadilan Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

2) Kompilasi Hukum Islam 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

2) Skripsi 

3) Jurnal 

 
28 Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 4th ed. 

(Jakarta: Pustaka Kencana, 2021). H. 131. 
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4) Website 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian 

lapangan dengan berinteraksi langsung ke sumber data, yaitu di Pengadilan 

Agama Bantul dan melakukan pengkajian terhadap Putusan No. 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

C. Teknik Penentuan Responden Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling, 

yaitu pengambilan data secara langsung. Lalu informan yang dipilih dalam 

penelitian ini berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun informan 

yang dipilih dalam penelitian ini merupakan seorang Hakim yang sesuai 

dengan bidang penelitian yang dapat mengarahkan dan menentukan 

bagaimana proses pembagian harta Bersama. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Dokumentasi 

Langkah peneliti untuk mendokumentasikan putusan Pengadilan 

Agama Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah sebagai berikut: 

a) Memahami isi dari putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

b) Menjabarkan putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl dalam bentuk 

tulisan. 
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2) Wawancara 

Wawancara dilakukan bersama Hakim di Pengadilan Agama Bantul. 

Karena putusan tersebut diputuskan oleh beliau sebagai hakim ketua dalam 

persidangan nomor 726/Pdt.G/2021/Pa.Btl. wawancara ini dilakukan 

untuk beberapa alasan antara lain: 

a) Mengetahui isi putusan PA Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA/Btl. 

b) Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tersebut. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik, yaitu dengan cara setelah data terkumpul, dalam pengolahannya 

peneliti melakukan beberapa langkah dan menyajikannya melalui tulisan 

antara lain: 

a. Dalam putusan Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl dijelaskan mengenai 

pembagian harta bersama. 

b. Dalam putusan tersebut, pihak penggugat sama sekali tidak mendapat 

bagian dari harta bersama. 

c. Dalam putusan tersebut majelis hakim menolak gugatan didasari oleh 

ketidaksesuaian antara petitum dan posita yang diberikan oleh pihak 

penggugat. 

d. Majelis hakim menimbang menggunakan Yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 yang abstraksi 

hukumnya menyatakan “petitum tidak sesuai dengan posita, maka 
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permohonan dapat diterima dan putusan Putusan Pengadilan Tinggi & 

Pengadilan Negeri dibatalkan.  

e. Majelis hakim menimbang menggunakan kaidah hukum dari 

Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI Nomor 586/K/Pdt/2000 

tanggal 23 Mei 2001 yang abstraksi hukumnya menyatakan “bilamana 

terdapat perbedaan luas-luas dan batas-batas tanah sengketa dalam 

posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan 

dinyatakan kabur.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Pengadilan Agama Bantul 

Pengadilan Agama Bantul terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 8, 

Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Jika melihat sejarah, sebelum tahun 1960-an Pengadilan Agama 

untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota 

Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah 

yurisdiksi 5 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi ini mengakibatkan kesulitan 

bagi daerah luar Kota Yogyakarta apabila mengajukan perkaranya. 

Pengadilan Agama Bantul memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 17 

kecamatan di Kabupaten Bantul. Sejauh ini, di Pengadilan Agama 

Bantul sudah mengalami pergantian ketua hingga 16 kali dalam 

periodenya. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja dan 

performa dari pelayanan yang diberikan oleh para karyawan.  

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, yang fokus 

penelitiannya terhadap Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl melalui 

wawancara secara langsung terhadap hakim, sehingga peneliti 
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mengetahui mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara harta 

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Maulina selaku Hakim di Pengadilan 

Agama Bantul sebagai informan: 

Peneliti : “Apa isi putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?” 

Informan : “Putusan 726/Pdt.G/2021/PA.Btl itu berisi gugatan harta 

bersama, yang di dalam ini.. putusan tersebut ditolak oleh 

majelis hakim. putusan tersebut ditolak karena banyak 

pertimbangan mas, antara lain karena terdapat cacat formil, 

karena dalam gugatan penggugat tidak dapat menyebutkan 

batas-batas serta luas-luas benda tidak bergerak, posita 

tidak mendukung petitum seperti itu..” 

Peneliti : “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama? 

Informan : “Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama 

masa perkawinan, apapun bentuknya.. siapapun atas 

namanya ketika diperoleh selama perkawinan maka 

menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat 

perjanjian pra nikah” 

Peneliti : “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?” 

Informan : “Ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring 

melamin itu mas.. bisa menjadi harta bersama..” 
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Peneliti : “Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga 

memutuskan untuk menolak permohonan ini? Sedangkan 

dalam Pasal 97 KHI menjelaskan untuk membagi seperdua 

dari harta bersama jika terjadi perceraian?” 

Informan : “Pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan 

perkara ini banyak mas, pertama dari awal gugatan ini 

diajukan pun sebenarnya sudah terlihat bahwa dalam 

gugatan tersebut terdapat kecacatan secara formil, yang 

terletak pada si penggugat ini tidak bisa menyebutkan 

batas-batas tanah yang diklaim sebagai harta bersama.. 

misalnya tanah A seluas berapa meter di jalan A shm punya 

siapa terus.. batas timur misalnya dengan Masjid Besar A 

baratnya dengan Hotel A dan sebagainya mas.. lalu posita 

tidak mendukung petitum dalam hal ini penggugat hanya 

menyebutkan nominal yang segitu  kan empat milyar sekian 

tetapi dalam petitumnya tidak bisa menjelaskan batas-batas 

harta tidak bergeraknya lalu harta bergeraknya juga hanya 

menyebutkan mobil warna hitam tanpa menyebbutkan 

nomor rangka BPKBnya.. lalu dari pertimbangan tersebut 

akhirnya majelis hakim memutuskan NO Niet 

Ontvankelijke Verklaad atau tidak dapat diterima..” 

“sebenarnya setelah perceraian terjadi pembagian harta 

bersama dapat dibagi menjadi seperdua atau ketika kedua 
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belah pihak telah bermusyawarah ya sudah tidak perlu 

mengajukan gugatan ke Pengadilan..” 

Peneliti : “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak 

terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?” 

Informan : “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua 

belah pihak paham ya mas.. maka langsung membagi 

seperdua atau jika salah satu pihak sebagai penyumbang 

terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. 

misalnya kamu dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..” 

Peneliti : “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak 

jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta 

bersama?” 

Informan : ”Sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang 

mengatur mengenai harta bersama, besaran untuk kedua 

belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga bisa 70:30 

ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada 

saat pengumpulan harta bersama” 

Peneliti : ”Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak 

menginginkan harta gono-gini? Langkah apa yang harus 

dilakukan? 

Informan : “Jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka 

penyelesaiannya tidak harus dilakukan di pengadilan.. 
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namun jika salah satu pihak merasa haknya belum terpenuhi 

maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke 

pengadilan.. nah jika sampai pengadilan pun tetap 

dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. namun 

jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang 

memutuskan persoalan tersebut.. bisa membaginya 

seperdua.. bisa juga melakukan lelang terhadap harta yang 

dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian 

membaginya seperdua” 

Peneliti : “Bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai 

dengan undang-undang?” 

Informan : “Dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa 

musyawarah.. kamu bagian a kamu bagian b itu namanya 

natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau membagi 

secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan 

lelang..”29 

Harta bersama yang digugat untuk dibagi pada perkara Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl antara lain sebagai berikut: 

a. Harta Benda Tidak Bergerak 

1) Tanah Sertifikat Hak Milik No 80 Kelurahan Bangunjiwo, 

gambar situasi No 495 tahun 1996 yang diterbitkan oleh 

 
29 Wawancara dengan Maulina di Yogyakarta, 08 Maret 2024 
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Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 April 1996, 

tercatat atas nama Drs. Andre Suryaman (Tergugat), seluas 

611m² (enam ratus sebelas meter persegi) yang terletak di 

Kelurahan Bangunjiwo, kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxx 

Yogyakarta dengan nilai harga taksiran sesuai harga jual di 

pasaran saat ini adalah Rp. 3.246.000.000 (tiga milyar dua 

ratus empat puluh enam juta rupiah). 

2) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 05465 Surat 

Ukur No 00571/xxxxxxxxx/2000 yang diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan tanggal 16 Oktober 2002, tercatat atas 

nama Drs. Andre Suryaman (tergugat) seluas 448 m² 

(empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang 

terletak di Dusun xxxxx, kecamatan xxxxxxx, kelurahan 

xxxxxxxx, Yogyakarta dengan nilai harga taksiran sesuai 

harga jual di pasaran saat ini adalah Rp. 5.060.000.000,- 

(lima milyar enam puluh juta rupiah)   

3) Tanah Serifikat Hak Milik No 04079 Surat ukur No 

03512/Seloharjo/2019, yang diterbitkakn oleh Kantor 

Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 September 2019, 

tercatat atas nama Pawiyanto (pemilik lama) dan 

terhadapnya belum dilakukan balik nama, seluas 1.281m² 

(seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi), yang 

terletak di Kecamatan Pundong, Kelurahan Seloharjo, 
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xxxxxxxx xxxxx Yogyakarta. Dengan nilai taksiran harga 

pasaran Rp. 320.250.000 (tiga ratus dua puluh juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

b. Harta Benda Bergerak 

Berupa kendaraan roda dua dan empat dengan total Rp. 

1.010.500.000,- adalah sebagai berikut: 

1) Mobil sedan, Merk jaguar, Nomor Polisi AB 1421 WS, 

Tahun Pembuatan 2001, Warna hitam. 

2) Mobil Pickup, Merk Suzuki, Nomor Polisi AB 9164 FH, 

Tahun Pembuatan 2005, Warna Biru. 

3) Mobil Sedan, Merk VW Kodok, Nomor Polisi H 7228 UIU, 

Tahun Pembuatan 1973, Warna Putih. 

4) Sepeda Motor, Merk Kymco, Nomor Polisi AB 4736 BF, 

Tahun Pembuatan 2001, Warna Silver. 

5) Sepeda Motor, Merk Honda CB, Nomor Polisi AB 5490 

RE, Tahun Pembuatan 1982, Warna Hitam. 

6) Sepeda Motor, Merk Yamaha Yupiter, Nomor Polisi AB 

3894 KF,Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah. 

7) Mobil Pickup, Merk Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi 

AB 8562 AT, Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih. 

8) Mobil Jeep, Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar, 

Nomor Polisi B 805 LUA, Tahun Pembuatan 2016, Warna 

Hitam. 

9) Sepeda Motor, Merk Harley Davidson Sportser 883, Tidak 

Ada Nomor Polisi, Tahun Pembuatan 2013, Warna Matt 

Black. 

10) Sepeda Motor, Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi AB 

6030 TF, Tahun Pembuatan 2014, Warna Biru Ocean. 

11) Sepeda Motor, Merk Honda Vario, Nomor Polisi AB 6268 

MH, Tahun Pembuatan 2014, Warna Merah. 

12) Sepeda Motor, Merk Honda Vario, Nomor Polisi AB 2713 

KA, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam. 

Berupa perabotan dan peralatan rumah tangga di rumah 

kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugatm yang 

terletak di Jl. RM. Saptohoedojo No 25 RT 03, xxxxxxx 
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xxxxxxx,xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Bantul dengan total 

keseluruhan Rp. 104.200.000,- adalah sebagai berikut: 

1) Sofa set sintetis kulit warna coklat tua Letter L dan meja 

opium kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 7.000.000. 

2) Tempat tidur spring bed ukuran 120x120 cm, jumlah 1 unit, 

nilai harga Rp. 2.000.000. 

3) Tempat tidur spring bed ukuran 160x160 cm, jumlah 1 unit, 

nilai harga Rp. 2.500.000. 

4) Meja TV kayu jati persegi 4 laci, jumlah 1 set, nilai harga 

Rp. 3.000.000. 

5) Rak buku industrial kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

2.000.000. 

6) Meja bentuk persegi dan 1 kursi Panjang teras, jumlah 1 set, 

nilai harga Rp. 2.000.000. 

7) Kursi Betawi rotan 4 pcs dan meja marmer bulat, jumlah 1 

set, nilai harga Rp. 4.500.000. 

8) Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 5 cm, jumlah 

1 unit, nilai harga Rp. 4.500.000 

9) Meja konsul kaki besi persegi kayu jati tebal 3 cm, jumlah 

1 unit, nilai harga Rp. 2.000.000. 

10) Lemari piring kayu jati kaca pintu 2, jumlah 2 unit, nilai 

harga Rp. 4.700.000/unit. 

11) Meja makan persegi kayu jati dengan 2 kursi Panjang kayu 

jati dan 2 kursi satuan, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 

6.500.000. 

12) Sofa single merah dan meja kayu bulat, jumlah 1 set, nilai 

harga Rp. 3.200.000. 

13) Nakas antic persegi kayu lawasan, julah 1 set, nilai harga 

Rp. 1.000.000. 

14) Lukisan abstrak yarno, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 

2.500.000/unit. 

15) Sofa set suede warna coklat 4 seater dan meja persegi kayu 

jati, jumlah 1 set, nilai harga Rp. 8.000.000. 

16) Buffet kayu jati 3 pintu kaca, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

4.000.000. 

17) Televisi 32 inc merk Samsung, jumlah 2 unit, nilai harga 

Rp. 1.500.000/unit. 

18) Kulkas 2 pintu merk Toshiba, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

3.500.000. 

19) Mesin cuci satu tabung merk Samsung, jumlah 1 unit, nilai 

harga Rp. 2.000.000 

20) Ac merk sharp 2 PK, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

3.500.000. 
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21) Ac merk sharp 1 PK, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

1.500.000. 

22) Kipas angin merk Kyowa, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

1.000.000. 

23) Kipas angin merk Regency, jumlah 2 unit, nilai harga Rp. 

600.000/unit. 

24) Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70x200 cm, jumlah 1 unit, 

nilai harga Rp. 4.500.000. 

25) Oven roti Kirin, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 1.000.000. 

26) Oven roti Mitochiba, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

1.000.000. 

27) Meja marmerbentuk kotak kayu jati, jumlah 1 unit, nilai 

harga Rp. 2.000.000 

28) Rak laci susun 4 kayu jati ukuran 70x150 cm, jumlah 1 unit, 

nilai harga Rp. 3.700.000. 

29) Rak laci 4 kayu jati ukuran 60x200 cm, jumlah 1 unit, nilai 

harga Rp. 3.700.000. 

30) Rak buku 2 laci kayu jati, jumlah 1 unit, nilai harga Rp. 

4.500.000. 

31) Rak sudut kayu mahoni, jimlah 1 unit, nilai harga Rp. 

1.500.000 

 

3. Harta Bersama Setelah Perceraian 

Harta bersama adalah, harta yang diperoleh selama masa perkawinan 

berjalan. Hal ini serupa dengan penjelasan informan sebagai berikut: 

Peneliti :  “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama? 

Informan : “Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama 

masa perkawinan, apapun bentuknya.. siapapun atas 

namanya ketika diperoleh selama perkawinan maka 

menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat 

perjanjian pra nikah” 

Peneliti : “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?” 
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Informan : “Ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring 

melamin itu mas.. bisa menjadi harta bersama..” 

Peneliti : “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak 

terhadap harta bersama setelah melakukan perceraian?” 

Informan : “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua 

belah pihak paham ya mas.. maka langsung membagi 

seperdua atau jika salah satu pihak sebagai penyumbang 

terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. 

misalnya kamu dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..” 

Peneliti : “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak 

jika terjadi perceraian dan di dalamnya terdapat harta 

bersama?” 

Informan : ” Sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang 

mengatur mengenai harta bersama, besaran untuk kedua 

belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga bisa 70:30 

ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada 

saat pengumpulan harta bersama” 

Peneliti : ” Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak 

menginginkan harta gono-gini? Langkah apa yang harus 

dilakukan? 

Informan : “Jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka 

penyelesaiannya tidak harus dilakukan di pengadilan.. 
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namun jika salah satu pihak merasa haknya belum terpenuhi 

maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke 

pengadilan.. nah jika sampai pengadilan pun tetap 

dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. namun 

jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang 

memutuskan persoalan tersebut.. bisa membaginya 

seperdua.. bisa juga melakukan lelang terhadap harta yang 

dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian 

membaginya seperdua” 

Peneliti : “Bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai 

dengan undang-undang?” 

Informan : “Dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa 

musyawarah.. kamu bagian a kamu bagian b itu namanya 

natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau membagi 

secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan 

lelang..”30 

B. Pembahasan 

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl 

Menurut informan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam memutuskan perkara yang masuk ke pengadilan. 

 
30 Wawancara dengan Maulina di Yogyakarta, 08 Maret 2024 
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Hakim dituntut untuk teliti dalam setiap momennya dari perkara masuk 

ke pengadilan, saat mediasi, pembuktian dan penjelasan para saksi agar 

mencapai kata adil bagi para pihak yang beracara. 

Dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl terdapat permohonan 

gugatan atas bersama yang diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bantul. Keputusan tersebut tentu sudah diputuskan 

dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah 

dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga memutuskan menolak 

permohonan gugatan tersebut. 

Di sisi lain, setelah perceraian terjadi penggugat merasa memiliki 

hak atas harta yang telah terkumpul selama pernikahan. Setelah 

putusnya pernikahan, antara kedua belah pihak belum pernah dilakukan 

pembagian atas harta bersama. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan 

gugatan atas harta bersama dengan tujuan untuk membaginya setengah 

sama rata dengan tergugat. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang menyebutkan 

bahwa: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak 

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan”.31 

Bahkan tanpa melakukan gugatan di pengadilan pun, pembagian 

harta bersama tetap dapat dilakukan, umumnya dilakukan dengan besar 

separuh dari total kekayaan harta bersama, atau bisa juga dengan 

 
31 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
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membagi harta bersama tersebut. Namun, dalam kasus ini Penggugat 

merasa tidak memperoleh haknya, sebab seluruh harta diklaim dikuasai 

oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan pembagian atas 

harta bersama seperti yang tertuang dalam putusan Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa dari kedua belah 

pihak memang memiliki harta bersama, harta tersebut dari yang bersifat 

tidak bergerak dan yang bersifat bergerak. Namun, dari gugatan yang 

diajukan, Majelis Hakim melakukan pertimbangan dan pada akhirnya 

diputuskan untuk ditolak karena dalam gugatan tersebut memiliki 

kecacatan formil. Sehingga menyebabkan gugatan tersebut No. (Niet 

Ontvantcthkejlicke Verklaad). 

Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atas cacatnya gugatan 

tersebut secara formil, hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku, berikut merupakan contoh cacat formil: 

a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari 

gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta 

kejadian. 

b. Tidak jelas objek yang  disengketakan, misalnya tidak 

menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan 

luas, tidak ditemukan objek sengketa. 

c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-maisng 

berdiri sendiri. 
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d. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum.32 

Putusan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Maljelis Hakim 

tersebut, telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 

RI No. 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang di dalam abstraksi 

hukumnya menyebutkan bahwa “Bilamana terdapat perbedaan luas-

luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka 

petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan tidak dapat 

diterima sebab tidak jelas dan kabur”. 

Pasalnya pada saat pembuktian dalam persidangan, pihak penggugat 

tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut jelas keberadaannya. 

Misalnya seperti ketidakcocokan antara fotocopy nomor surat 

kendaraan bermotor dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan tidak 

jelas. 

Atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa, memang dalam gugatan tersebut pihak 

Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas harta 

tidak bergeraknya. Sehingga, dapat dikatakan pertimbangan yang 

dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai untuk memutuskan menolak 

gugatan tersebut.  

 

 
32 Lubis, “Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya.” 
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2. Harta Bersama dalam Perkara Nomor 726/Pdt.G/2021/Pa.Btl 

Harta bersama adalah harta seluruh kekayaan yang diperoleh selama 

perkawinan di luar dari hadiah atau warisan. Artinya adalah segala 

bentuk kekayaan, yang diperoleh atas usaha dari pasangan suami istri 

tersebut, atau harta yang diperoleh masing-masing pihak selama ikatan 

perkawinan terjalin, dan jika tidak ditentukan khusus dalam perjanjian 

pernikahan. 

Harta bersama bersumber dari hukum adat yang sudah berjalan di 

Indonesia. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari: harta 

bawaan (Lampung: seserahan, jawa, gawan; Batak: ragi-ragi), harta 

pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: 

massow baesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) 

dapat pula ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, dan lain-

lain).33 

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.34 Pasal di atas 

menjelaskan mengenai pengertian harta bersama, yaitu adalah seluruh 

harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi harta 

bersama. 

 
33 Masykuroh, “Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama.” 
34 Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan,” Mimbar Keadilan (2017): 229. 
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Dari data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya 

harta tersebut dapat dilakukan pembagian dengan syarat, di dalam 

gugatan yang diajukan memiliki kejelasan atas apa yang digugatkan, 

dalam hal ini kejelasan mengenai batas-batas, serta luas-luas dari harta 

bersama yang dimiliki. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka yang 

terjadi adalah tidak dapat dibaginya harta bersama yang mengakibatkan 

ruginya salah satu pihak. 

3. Harta Bersama dalam Islam 

Harta bersama dalam Islam perlu diketahui bahwa, dalam fikih Islam 

klasik tidak dikenal mengenai harta bersama. Bahkan, ketika terjadi 

sebuah perceraian, dalam Islam melihat siapa pemilik dari barang 

tersebut. Sehingga dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada percampuran harta dalam agama Islam, atau harta bersama.35 

Hal ini berbeda dengan praktik yang terjadi di lapangan, menurut 

data yang diperoleh peneliti, harta bersama tersebut dalam hukum Islam 

buah dari Ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Harta dalam perkawinan, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan: 

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

 
35 https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/ 

diakses pada Ahad, 10 Maret 2024 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/
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2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain.36 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan dan peraturan yang 

berlaku, selama perkawinan berlangsung jika di dalam hubungan 

tersebut masih terjadi, maka selama itu juga pengumpulan harta 

bersama berlangsung, selama tidak terjadi pemisahan harta. 

Di dalam rumah tangga Islam, terdapat konsep harta bersama antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a. Harta Merupakan Tonggak Kehidupan Rumah Tangga 

هَا  ُ لَكُمْ قِيٰماا و ارْزقُُ وْهُمْ فِي ْ وَلََ  تُ ؤْتوُا السُّفَهَاۤءَ امَْوَالَكُمُ ال تِِْ جَعَلَ اللّٰ 
 وَاكْسُوْهُمْ وَقُ وْلُوْا لََمُْ قَ وْلَا م عْرُوْفاا

Q.S. An-Nisa ayat 5 menjelaskan bahwa: ”Jangan berikan 

harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu harta yang 

Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-

anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki 

dalam harta tersebut; berikanlah pakaian mereka; dan 

berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik”.37 

 

Dari terjemah ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama dalam menafsirkannya, apakah ayat tersebut 

ditujukan kepada para wali atau orang tua. Pendapat pertama, 

menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang 

 
36 Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.” 
37 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 137 



61 
 

 
 

menjadi wali anak yatim, sehingga apabila dibahasakan menjadi 

“Wahai para wali yatim jangan kalian berikan harta mereka 

yang kalian kelola pada saat kondisi mereka dalam keadaan 

masih belum mampu mengelola harta”. 

Adapun pendapat yang kedua, adalah ayat tersebut ditujukan 

kepada orang tua, sehingga dapat disimpulkan ayat tersebut 

berisikan larangan kepada orang tua untuk tidak memberikan 

harta anak-anaknya pada saat kondisi mereka belum mampu 

mengelola atau mengondisikan uangnya secara mandiri.”38 

b. Memberikan Mahar Kepada Istri 

    اا 
وَاٰتوُا  النِ سَاۤءَ صَدُقٰتِهِن  نِِْلَةاۗ فاَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِ نْهُ نَ فْساا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤ

    اا 
 م ريِْۤ

Q.S. An-Nisa ayat 4 menjelaskan bahwa: “Berikanlah 

wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. 

Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.39 

 

Dari ayat tersebut terkandung dua hal penting. Pertama, 

kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan maskawin 

kepada istri yang telah dinikahinya yang mana letak penegasan 

tersebut terdapat dalam kata “Berikanlah wanita-wanita yang 

kalian nikahi maskawinnya secara suka rela”. Namun, masih 

terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai 

 
38 https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs diakses pada hari Selasa, 19 September 

2023 pukul 23.53 
39 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 137 

https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-5-UZONs
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kata nihlah pada ayat tersebut. Apakah maknanya sebagai 

kewajiban, sebagai pemberian, hibah, atau kemauan dari hati. 

Kedua perkara yang sangat penting dijelaskan dalam surah 

An-Nisa ayat 4 adalah tidak dilarangnya bagi suami untuk 

memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan 

kepada istri. Hal itu ditunjukkan dalam kata “Lalu bila mereka 

menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap 

lagi baik akibatnya”. Namun dengan catatan istri memberikan 

maskawinnya dengan suka rela dan tanpa paksaan, dengan kata 

lain suami harus berhati-hati dalam menggunakannya, sebab 

jika istri tidak rela, maka hukumnya menjadi haram atau tidak 

boleh.40 

c. Memberikan Nafkah kepada Istri dan Anak 

 وَات  قُوا اللّٰ َ  
مُوْا لَِنَْ فُسِكُمْۗ تُمْۖ وَقَدِ   فأَْتُ وْا حَرْثَكُمْ اَنّٰ  شِئ ْ

نِسَاۤؤكُُمْ حَرْثٌ ل كُمْۖ
رِ الْمُؤْمِنِيَْْ   وَبَشِ 

 وَاعْلَمُوْْٓا انَ  كُمْ مُّلٰقُوْهُۗ
Q.S. Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa: “Dan ibu-ibu 

hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara 

yang patut....”.41 

Dari ayat tersebut sudah terdapat kejelasan yaitu adalah 

kewajiban bagi suami untuk menjamin mutu dalam menafkahi 

istri dan anaknya, di mana kebutuhan yang sangat pokok adalah 

 
40 Ar-Razi, Hasyiyatus Shawi ’ala Tafsiril Jalalain. 
41 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya. H. 61 
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dari makanan, pakaian, dan rumah tinggal bagi istri dan 

anaknya. 

d. Memberikan Nafkah Saat Bercerai 

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena 

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing”. Pasal tersebut tidak menyebutkan besar bagian masing-

masing pihak antara suami atau pun istri. Tetapi di lain sisi, pada 

saat terjadi sengketa mengenai harta bersama, hakim dapat 

melakukan pertimbangan, yaitu dengan melihat pihak mana 

yang lebih berperan dalam pengumpulan harta bersama. 

 Selain itu, melihat dalam kasus ini pihak penggugat yaitu 

adalah istri mengungkapkan memiliki harta bersama yang berupa 

harta bergerak dan tidak bergerak, namun dalam persidangan 

pihak penggugat tidak dapat menyebutkan kejelasan harta 

tersebut. Jadi menurut peneliti, pertimbangan yang dilakukan 

oleh hakim sudah benar, karena barang siapa yang merasa 

memiliki hak, maka ia harus membuktikan. Terlebih dalam posita 

dan petitum yang diajukan pun bertolak belakang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas mengenai putusan 

Nomot 726/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang harta bersama, dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 

726/Pdt.G/2021/PA.Btl  tentang harta bersama, Majelis Hakim 

menimbang bahwa dalam putusan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan 

gugatan tersebut NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau gugatan tidak 

dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil. Dalam 

gugatan tersebut pihak Penggugat dalam gugatannya maupun dalam 

persidangan tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas harta 

yang diklaim sebagai harta bersama, sehingga menyebabkan gugatan 

tersebut kabur dan diputuskan oleh majelis hakim gugatan tersebut tidak 

dapat diterima. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 

No. 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang abstraksi hukumnya 

menyatakan “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah 

sengketa dalam posita dan petitum maka petitum tidak mendukung 

posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak 

jelas atau kabur. Pasalnya dalam setiap perkara gugatan merupakan 

pintu masuk dan proses penyelesaian perkara. 
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2. Pandangan hukum Islam mengenai harta bersama telah dijelaskan, baik 

dalam KHI, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta bersama adalah 

seluruh harta yang telah terkumpul selama masa perkawinan. Terkait 

dengan penggunaan harta bersama pun juga telah diatur, yaitu dengan 

persetujuan kedua belah pihak. Jika ternyata di tengah jalan perkawinan 

tersebut terputus karena perceraian, maka seharusnya membagi harta 

bersama tersebut masing-masing seperdua bagian, atau jika sudah 

ditentukan dalam perjanjian pra nikah maka bagiannya sesuai dengan 

apa yang telah disepakati demikian, hal ini sesuai dengan yang telah 

tertulis di Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.  

B. Saran 

1. Untuk para pihak yang akan melakukan pernikahan baiknya memahami 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik dari setelah pernikahan 

atau jika terjadi perceraian setidaknya para pihak telah paham akan hak 

dan kewajibannya. Seperti dalam harta bersama, jika masing-masing 

pihak paham maka akan melakukan musyawarah tanpa melakukan 

persidangan di pengadilan, namun jika salah satu pihak tidak paham di 

mana letak hak dan kewajibannya akan membuat permasalahan tersebut 

semakin runyam. 

2. Untuk para pihak yang memiliki sengketa harta bersama, dan 

menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sebaiknya mempersiapkan 

segala hal agar tidak merugikan pihak manapun, berkaca pada kasus di 
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atas yang dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan letak serta batas-

batas harta bersama, sehingga menyebabkan gugatan tersebut tidak 

dapat diterima. 

3. Untuk Hakim Pengadilan Agama terkhusus dalam perkara harta 

bersama, sebaiknya mempertimbangkan segala aspek, terlebih dalam 

harta bersama, bisa saja salah satu pihak mengklaim bahwa memiliki 

harta bersama yang banyak. Berkaca pada Putusan Pengadilan Agama 

Bantul Nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl, pihak penggugat mengklaim 

memiliki harta bersama, baik berupa harta bergerak maupun tidak 

bergerak. Namun, pada saat pembuktian di persidangan pihak 

penggugat tidak dapat menyebutkan kejelasan dari harta bersama 

tersebut. Misalnya, memiliki mobil jaguar akan tetapi penggugat tidak 

dapat menyebutkan nomor rangka kendaraan tersebut. Kemudian tanah, 

penggugat hanya menyebutkan memiliki tanah di lokasi A, tanpa bisa 

menyebutkan batas-batas timur, barat, selatan, serta utara dari tanah 

tersebut. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan kecurigaan, misalnya 

harta bersama tersebut tidak ada, maka secara tidak langsung hal 

tersebut merugikan pihak tergugat. 
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LAMPIRAN IV. TRANSKRIP WAWANCARA 
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Peneliti: “apa isi putusan nomor 726/Pdt.G/2021/PA.Btl?” 

Informan: “putusan 726/Pdt.G/2021/PA.Btl itu berisi gugatan harta bersama, yang 

di dalam ini.. putusan tersebut ditolak oleh majelis hakim. putusan tersebut ditolak 

karena banyak pertimbangan mas, antara lain karena terdapat cacat formil, karena 

dalam gugatan penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas serta luas-luas 

benda tidak bergerak, posita tidak mendukung petitum seperti itu..” 

Peneliti: “Apa yang Ibu ketahui mengenai harta bersama? 

Informan: “harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, 

apapun bentuknya.. siapapun atas namanya ketika diperoleh selama perkawinan 

maka menjadi harta bersama, kecuali sebelum nikah membuat perjanjian pra nikah” 

Peneliti: “Apa saja benda yang dapat menjadi harta bersama?” 

Informan: “ya itu mas tadi.. semua benda, bahkan sampai piring melamin itu mas.. 

bisa menjadi harta bersama..” 

Peneliti: “Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk 

menolak permohonan ini? Sedangkan dalam Pasal 97 KHI menjelaskan untuk 

membagi seperdua dari harta bersama jika terjadi perceraian?” 

Informan: “pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan perkara ini banyak 

mas, pertama dari awal gugatan ini diajukan pun sebenarnya sudah terlihat bahwa 

dalam gugatan tersebut terdapat kecacatan secara formil, yang terletak pada si 

penggugat ini tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai harta 

bersama.. misalnya tanah A seluas berapa meter di jalan A shm punya siapa terus.. 
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batas timur misalnya dengan Masjid Besar A baratnya dengan Hotel A dan 

sebagainya mas.. lalu posita tidak mendukung petitum dalam hal ini penggugat 

hanya menyebutkan nominal yang segitu  kan empat milyar sekian tetapi dalam 

petitumnya tidak bisa menjelaskan batas-batas harta tidak bergeraknya lalu harta 

bergeraknya juga hanya menyebutkan mobil warna hitam tanpa menyebutkan 

nomor rangka BPKBnya.. lalu dari pertimbangan tersebut akhirnya majelis hakim 

memutuskan NO Niet Ontvankelijke Verklaad atau tidak dapat diterima..” 

“sebenarnya setelah perceraian terjadi pembagian harta bersama dapat dibagi 

menjadi seperdua atau ketika kedua belah pihak telah bermusyawarah ya sudah 

tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan..” 

Peneliti: “Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama 

setelah melakukan perceraian?” 

Informan: “Sebenarnya setelah melakukan perceraian jika kedua belah pihak paham 

ya mas.. maka langsung membagi seperdua atau jika salah satu pihak sebagai 

penyumbang terbanyak bisa dibagi setelah keduanya merasa adil.. misalnya kamu 

dapat ini kamu dapat ini.. begitu mas..” 

Peneliti: “Berapa besar bagian untuk bagian masing-masing pihak jika terjadi 

perceraian dan di dalamnya terdapat harta bersama?” 

Informan:” sesuai di ketentuan di KHI Pasal 97 itu mas yang mengatur mengenai 

harta bersama, besaran untuk kedua belah pihak itu 50:50.. namun di lain kasus juga 

bisa 70:30 ketika partisipasi salah satu pihak lebih mendominasi pada saat 

pengumpulan harta bersama” 
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Peneliti:” Bagaimana jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menginginkan 

harta gono-gini? Langkah apa yang harus dilakukan? 

Informan: “jika dapat dilakukan secara musyawarah.. maka penyelesaiannya tidak 

harus dilakukan di pengadilan.. namun jika salah satu pihak merasa haknya belum 

terpenuhi maka boleh saja mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan.. nah 

jika sampai pengadilan pun tetap dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak.. 

namun jika belum bisa mufakat maka keputusan hakim yang memutuskan 

persoalan tersebut.. bisa membaginya seperdua.. bisa juga melakukan lelang 

terhadap harta yang dimiliki hingga tercapai nominal yang dimaksud kemudian 

membaginya seperdua” 

Peneliti: “bagaimana proses pembagian harta bersama yang sesuai dengan undang-

undang?” 

Informan: “dilelang berarti harta bersamanya.. kecuali bisa musyawarah.. kamu 

bagian a kamu bagian b itu namanya natura.. tapi ketika salah satu pihak tidak mau 

membagi secara utuh maka jalan keluarnya adalah dilakukan lelang..” 
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LAMPIRAN V. GAMBAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN 
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Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 
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